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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam Peraturan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Keluarga Berencana masih belum dapat
menampung perkembangan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 5 ayat (15) Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Badan  Kependudukan dan  Keluarga
Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun

Anggaran 2020;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
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Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Provinsi;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan operasional

keluarga berencana pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Dana bantuan operasional keluarga berencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. biaya operasional bagi balai penyuluhan keluarga
berencana;

b. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi
dari gudang organisasi perangkat daerah kabupaten/kota
yang menangani urusan pemerintahan  bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. biaya operasional integrasi program kependudukan,
keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta
program pembangunan lainnya di kampung keluarga
berencana;

d. operasional pembinaan program kependudukan, keluarga
berencana, dan pembangunan keluarga bagi masyarakat

oleh kader pembantu pembina keluarga berencana
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desa/kelurahan dan sub pembantu pembina keluarga
berencana desa/kelurahan; dan
e. biaya dukungan komunikasi, informasi, dan edukasi

serta manajemen.

Pasal 3
Ketentuan teknis penggunaan dana bantuan operasional
keluarga berencana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 871) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2019

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) yang utama adalah Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-Undang
tersebut dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada
daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan,
sehingga harus dilaksanakan secara terencana di segala bidang untuk
menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenubhi
kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan
kebutuhan generasi mendatang. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu
solusi untuk mengisi gap (celah) dalam sinkronisasi penyelenggaraan
pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama
dalam meningkatkan dukungan, baik dukungan sarana dan prasarana
(melalui DAK Fisik) maupun dukungan operasional (DAK Non Fisik) yang
terkait program/kegiatan prioritas pembangunan nasional yang merupakan
urusan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan
bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
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pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi
kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (KB} yang dioperasionalkan dalam Program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan
Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu
didukungberbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam
upaya mengendalikan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian Ibu
dan Anak, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern
(mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet
Need), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh seimbang (PTS) dan
menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk
berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program KKBPK dapat
berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen
Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang
diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk
berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas
pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan
sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program KKBPK. Apabila
komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya
pencapaian target/sasaran Program KKBPK yang sudah ditetapkan, baik di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana
Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD
dan RKPD Kabupaten dan Kota.

Untuk mengurangi ketimpangan alokasi anggaran program/kegiatan
prioritas pembangunan nasional, Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke
daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan Nonfisik
bagi Kabupaten dan Kota. Hal ini diamanatkan dalam pasal 298 ayat (7)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat
digunakan untuk kegiatan nonfisik. Dalam hal ini, BKKBN telah berkordinasi
dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas untuk
dapat membantu Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) dalam

www.peraturan.go.id



2019, No.1732 8-

menyelenggarakan urusan  konkuren Pemerintah  Daerah terkait
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui Alokasi DAK
Fisik dan Non Fisik.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat strategis bagi BKKBN sebagai
tahun pertama penyelenggaraan RPJMN 2020-2024 dan Renstra BKKBN
2020-2024, untuk itu diperlukan berbagai strategi operasional yang dapat
memberikan daya ungkit terhadap upaya pencapaian target dan sasaran
Program KKBPK. Berbagai kegiatan prioritas telah disusun melalui alokasi
APBN yang dapat dilaksanakan sampai dengan level Perwakilan BKKBN
Provinsi. Tetapi hal tersebut harus didukung dengan mekanisme
penganggaran lain yang dapat digunakan pada tataran operasional kegiatan
prioritas di tingkat lini lapangan (Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta
Desa/Kelurahan). BKKBN dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan
Rl dan Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan DAK Nonfisik dalam
bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersifat
bantuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan operasional Program
KKBPK, serta dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain
yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung
pencapaian target/sasaran Program KKBPK.

B. Tujuan
1. Tujuan Umum:
Secara umum Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota
dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan
dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas
pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK).
2. Tujuan Khusus:
Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana
operasional kepada Kabupaten dan Kota dalam lingkup menu utama
yang telah ditetapkan, yaitu:
a. dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB
dalam upaya pencapaian tujuan Program Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara Nasional;
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b. dukungan dana operasional pendistribusian alat dan obat
kontrasepsi dari Gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke setiap
fasilitas kesehatan yang teregistrasi dalam sistem informasi
manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS
Kesehatan;

c. menyediakan dana operasional untuk mendukung integrasi
Program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung
Keluarga Berencana;

d. dukungan operasional pembinaan Program KKBPK bagi
masyarakat oleh Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana
Desa (PPKBD dan sub PPKBD); dan

e. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan

manajemen BOKB.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai
dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan (didukung dengan
surat keterangan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota sesuai dengan
ketentuan yang berlaku), serta telah melaporkan secara online dalam
K/O/Balai Penyuluhan ke Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat.

2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB
Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan keluarga berencana
yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau
telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

3. Kampung KB yang telah dicanangkan dan telah mendapatkan
pengukuhan dari pemerintah daerah (didukung dengan SK struktur
organisasi Kampung KB).

4. Operasional pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) oleh kader (PPKBD dan Sub
PPKBD) yang disesuaikan dengan detail rincian.

5. Dukungan media KIE dan manajemen BOKB, mencakup penyediaan
media cetak, elektronik dan luar ruang, terkait promosi Program
KKBPK, serta pembiayaan honorarium pengelola keuangan, dukungan
kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
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D. Batasan Pengertian

1. Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten dan Kota
yang selanjutnya disebut OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah
Dinas/Badan Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya
disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan
kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran
prioritas pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Jenis belanja BOKB adalah
belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan
operasional,

3. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai
Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK
Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari Dana APBD dan/atau
bangunan yang dialih fungsikan menjadi balai penyuluhan KB yang
diserahkan kepada OPD-KB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan
berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi program KKBPK, serta untuk mengendalikan dan
membina petugas lapangan KB/pengelola (Penyuluh KB dan Petugas
Lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang meliputi
PPKBD dan Sub PPKBD, dan mitra kerja) dalam melaksanakan Program
KKBPK di tingkat kecamatan.

4. Operasional Penyuluhan Keluarga Berencana adalah kegiatan-kegiatan
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang program KKBPK oleh
petugas lapangan (PKB/PLKB) dan/atau kader (PPKBD/Sub PPKBD)
dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilakus
keluarga dan/atau masyarakat.

5. Operasional Pengolahan Data tingkat kecamatan adalah proses
pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan
kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan
(Dalap), data pelayanan kontrasepsi (Pelkon), serta pemutakhiran data
basis data keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga) dan data dasar
program KKBPK yang dilakukan pada sub menu penyiapan program
KKBPK berbasis data oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD).

www.peraturan.go.id



10.

11.

12,

13.

-11-

Akses internet adalah media yang digunakan pengguna untuk koneksi
ke internet. Terdapat dua metode akses internet yaitu akses internet
menggunakan kabel (wired) dan tanpa kabel (wireless).

Akses Internet Tanpa Kabel (Wireless) berupa Access Point atau Modem
(modulator-demodulaton).

Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan
komputer dengan internet melalui telepon, line kabel, nirkabel dari
penyedia jasa telekomunikasi lainnya.

Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang berfungsi
untuk memancarkan sinyal nirkabel Internet dari perusahaan penyedia
layanan internet yang berfungsi sama dengan modem.

Staff meeting adalah pertemuan perencanaan dan evaluasi internal
petugas KB se-Kecamatan dan/atau Kepala UPTD /koordinator atau
yang setara dengan penyuluh KB yang dipimpin oleh Kepala UPTD atau
Koordinator dan  merupakan wahana pembinaan koordinasi dan
pembahasan teknis pelaksanaan Program KKBPK di tingkat Kecamatan
dan dilakukan secara periodik di Balai Penyuluhan KB.

Rapat Teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan
Program KKBPK yang dihadiri oleh kader (PPKBD/Sub PPKBD) yang
dilaksanakan secara periodik di Balai Penyuluhan KB dipimpin oleh
penyuluh KB  (Petugas Lapangan KB) dan/atau  Kepala
UPTD/Koordinator perwakilan atau setara.

Distribusi alat dan obat kontrasepsi adalah proses penyaluran alat dan
obat kontrasepsi dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh
fasilitas kesehatan KB. Dalam hal OPD-KB Kabupaten dan Kota tidak
memiliki gudang alokon atau jika ada Peraturan Daerah tentang
penyaluran alokon melalui satu pintu yaitu gudang instalasi
farmasi/dinas kesehatan kabupaten dan kota, maka dapat dilakukan
dari gudang instalasi farmasi ke seluruh fasilitas kesehatan KB.

Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut
Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan
kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
(FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta
dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem
informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS
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Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB
Kabupaten dan Kota.

14. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang
setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program
pembangunan antara Program Kependudukan, KB dan Pembangunan
Keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya peningkatan
kualitas hidup keluarga dan masyarakat yang ditetapkan dengan surat
penetapan oleh pejabat yang berwenang.

15. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan di
Kampung KB untuk membahas wusulan, rencana, pelaksanaan,
monitoring-evaluasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan
program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB,
yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota dan Organisasi
Perangkat Daerah lintas sektor, Camat, Kepala Desa/Lurah, PKB/PLKB,
Ketua PKK tingkat desa/kecamatan dan PPKBD/ Sub PPKBD dan
anggota kelompok kerja.

16. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah
pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk
membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di
Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,
petugas lapangan instansi terkait dan kader kelompok kegiatan yang
dipimpin oleh ketua pokja kampung KB.

17. Mini Lokakarya Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB untuk
membahas perencanaan atau kesepakatan terkait program KKBPK
melalui pertemuan antara petugas KB tingkat kecamatan dengan
perangkat desa/dinas kesehatan atau mitra setempat dalam
menggalang kerjasama tim untuk penggerakan dan pelaksanaan
program KKBPK di kampung KB sesuai dengan perencanaan yang telah
disusun.

18. Pertemuan edukasi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
adalah penyuluhan pada Kelompok BKB yang menyampaikan tentang
pencegahan dan penurunan masalah anak stunting yang menggunakan
alat bantu BKB Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak Stunting). Alat bantu
(BKB Kit Emas) tersebut spesifikasinya terdapat dalam menu DAK Fisik
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Penugasan Sub Bidang Penurunan Stunting yang meliputi: 1) Buku
Saku pengasuhan 1000 HPK; 2) Modul BKB Emas yang materinya
terdiri dari 6 (enam) pertemuan; dan 3) Alat Permainan Edukatif (APE),
dengan sasaran pertemuan adalah ibu hamil dam orang tua yang
memiliki anak 0-24 bulan.

Pertemuan refreshing materi pengasuhan 1000 HPK adalah pertemuan
untuk mengevaluasi pemahaman tentang materi pengasuhan 1000 HPK
melalui simulasi ular tangga dalam modul BKB Emas dan kalender
pengasuhan, dengan sasaran peserta pertemuan diantaranya ibu hamil,
orang tua yang memiliki anak usia 0-24 bulan di Kampung KB.
Pertemuan ini dipimpin oleh Penyuluh KB dan atau Petugas Lapangan
KB atau petugas lainnya yang berkompeten.

Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok
masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga
Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL),
pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga melalui kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat
Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam upaya mewujudkan
ketahanan keluarga.

Kampung KB Percontohan adalah kampung KB yang telah ditetapkan
oleh Kepala Dinas OPD-KB Kabupaten dan Kota sebagai percontohan
bagi kampung KB lainnya dalam hal pengelolaan dan pengoptimalan
segala potensi kampung KB.

Penyiapan program KKBPK berbasis data oleh kader adalah kegiatan
yang berhubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data dasar
program KKBPK yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan secara
berkala oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana formulir yang telah
dibakukan; Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada PKB
atau PLKB setempat (jilka ada) atau kepada petugas dari OPD-KB
setempat (jika tidak memiliki PKB atau PLKB) untuk dikompilasi di
tingkat kabupaten dan kota.

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD)
adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi
yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola
Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat
desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.
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24. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD) adalah
seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara
sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program
Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tingkat Dusun/RW
yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.

25. Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK adalah
sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik
secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka
mendukung pelaksanaan program KKBPK sesuai dengan kearifan lokal.

26. Dukungan manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan
pengelola keuangan BOKB, ATK, termasuk rapat-rapat atau pertemuan
dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup
pengelolaan dana BOKB.

27. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada
Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan
nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan
informasi/pengetahuan dalam kegiatan rapat / pertemuan /
koordinasi/sosialisasi/bimbingan teknis/ kegiatan sejenis yang
dilaksanakan oleh OPD-KB.

28. Honorarium Fasilitator adalah honorarium yang diberikan kepada
Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI dan
nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memimpin kegiatan penyuluhan
KB/staff meeting/rapat teknis/orientasi/forum musyawarah/lokakarya
mini/kegiatan berbasis kelompok kegiatan/kegiatan penanganan
stunting/orientasi kader/kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam
lingkup pendanaan BOKB.

29. Honorarium Satuan Pengamanan dan Pramusaji adalah honorarium
yang diberikan hanya kepada nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang
ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya
sebagai satpam, dan pramusaji berdasarkan surat keputusan pejabat
yang berwenang/ kontrak kerja.

30. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor adalah Satuan biaya
pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang
digunakan untuk  perencanaan  kebutuhan dalam  rangka
mempertahankan barang inventaris kantor/dan atau Balai Penyuluhan
KB dan atau Gudang alokon (yang digunakan langsung oleh pegawai,
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khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC
split, dan genset serta pemeliharaan Balai Penyuluhan KB agar berada
dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya
pemeliharaan genset tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

. Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang
(PP) adalah satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota
merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNl/ nonpegawai
Aparatur Sipil Negara/pihak lain dalam melakukan kegiatan dalam
batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan yang didanai BOKB. Untuk kegiatan dalam
kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang
ditetapkan (termasuk moda transportasi udara dan/ atau air) dapat
diberikan secara at cost.
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BABII
KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya wajib
mengalokasikan anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana melalui alokasi APBD serta dapat didukung oleh
TKDD yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.

2. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB,
operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi {alokon), operasional
penggerakan program KKBPK di Kampung KB, operasional pembinaan
program KB bagi masyarakat oleh kader, serta dukungan media KIE dan
manajemen BOKB disusun berdasarkan harga satuan yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang
Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk
harga satuan yang tidak ada dalam SBM maka telah dilakukan
perhitungan perkiraan harga oleh BKKBN berdasarkan harga rata-rata
nasional. Apabila terdapat perbedaan antara SBM Tahun Anggaran
2020 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah di
Kabupaten dan Kota maka OPD-KB dapat melakukan penyesuaian pada
volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang
berlaku di dalam ketentuan daerah, tetapi tidak dapat melakukan
realokasi anggaran antar menu.

3. OPD-KB Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan dana BOKB agar
menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2020 dan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

4. OPD-KB Kabupaten dan Kota penerima BOKB membuat Surat
Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan
petunjuk teknis BOKB.

5. OPD-KB Kabupaten dan Kota agar melakukan optimalisasi fungsi Balai
Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program KKBPK
di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan PKB/PLKB
untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian
target /sasaran Program KKBPK, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.
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6. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan mengacu
pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta memperhatikan berbagai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai

berikut:

1. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program KKBPK antara
alokasi APBD Kabupaten dan Kota dengan dana transfer BOKB.

2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja BOKB oleh OPD-KB
Kabupaten dan Kota dengan melibatkan petugas lapangan (PKB/PLKB,
PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluh, dan Pokja Kampung KB,
serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.

3. Proses Pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota
mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2020 dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

4. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat
Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat Kabupaten dan Kota sejak
perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan
realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB
secara berkala kepada BKKBN melalui aplikasi MORENA.

5. Peningkatan pemahaman para pengelola dan Tim pengendali DAK
tingkat Kabupaten dan Kota atas petunjuk teknis penggunaan BOKB
yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan
DAK Nonfisik (BOKB).

6. Penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat
pengendali operasional program KKBPK di lini lapangan.

7. Peningkatan koordinasi OPD-KB dengan Badan/Dinas Keuangan
Daerah dan Badan Pengawas Daerah/Inspektur Wilayah Daerah di
Kabupaten dan Kota, meliputi alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan
pelaporan.

8. Peran tim pengendali DAK tingkat provinsi untuk pelaksanaan BOKB

antara lain.
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a. inventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi
kebutuhan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan dengan OPD-KB
untuk perencanaan BOKB (melibatkan OPD-KB Tk Provinsi serta
OPD yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tk. Provinsi dan Kab/Kota);

b. memberikan masukan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan
(termasuk  definisi  operasional/target/sasaran/output yang
diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah;

c. pendampingan kepada OPD-KB  Kabupaten/Kota dalam
pemutahiran Data Basis Perencanaan BOKB;

d. melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari OPD-KB
Provinsi sebelum dikirimkan kepada Pengampu (UKE-2) Menu
Kegiatan;

e. koordinasi/fasilitasi konsultasi OPD-KB Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan BOKB dan memberikan alternative pemecahan
masalah dalam proses pengelolaan DAK;

f.  koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan

g. melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan BOKB
tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan yang terjadi
pada pelaksanaan tahun berjalan.
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BAB III
PROSEDUR PELAKSANAN BOKB

Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan
pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di daerah
Kabupaten dan Kota mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.

2. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan pengelola
keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB
Kabupaten dan Kota.

3. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Faskes KB
penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB
Kabupaten dan Kota.

4. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Balai Penyuluhan
KB (didukung—dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten
dan Kota).

5. Kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah
setingkat desa/kelurahan sebagai kampung KB (didukung dengan
Surat Keputusan Kepala Daerah).

6. Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota menetapkan Petugas Pengolah
Data di Balai Penyuluhan KB, yaitu PKB atau PLKB, atau jika belum
ada Balai Penyuluhannya maka dapat ditunjuk staf OPD-KB untuk
bertanggung jawab di tingkat kecamatan.

7. OPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan stock opname di Faskes KB
secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun, serta secara
rutin (triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap
permintaan dan persediaan Alokon di Faskes KB.

8. Setiap Faskes KB mengajukan usulan kebutuhan alokon ke OPD-KB
Kabupaten dan Kota.

9. OPD-KB Kabupaten dan Kota menganalisis kelayakan usulan
kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alat dan
obat kontrasepsi di setiap Faskes KB.

10. Dokumen bukti sebagaimana diatas, wajib disampaikan dan
mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan
pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.
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B. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) BOKB
dalam APBD.
Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran
transfer ke daerah dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan
keuangan daerah dan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
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BAB IV
PENGGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan
operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:
A. Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB
Biaya Operasional Bagi Balai Penyuluhan KB dengan rincian menu dan
urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
1. Biaya operasional penyuluhan KB:
- Definisi:
Biaya operasional penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan
untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka
menghasilkan peserta KB baru dan atau peserta gati cara ke
Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui pertemuan
penyuluhan secara berkelompok minimal 5 (lima) kali maupun
secara individu. Sedangkan selebihnya digunakan untuk sosialisasi
Program KKBPK secara umum,
- Lingkup pembiayaan:
Biaya operasional penyuluhan KB terdiri dari biaya transportasi
dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas
penyuluhan KB dan/atau masyarakat (calon akseptor), serta honor
fasilitator untuk petugas yang melakukan penyuluhan KB.
= Sasaran:
Calon akseptor yang akan menjadi peserta KB Baru yang
dibuktikan dengan kartu peserta KB baru yaitu kartu status
peserta KB (K/IV/KB/15) dan atau calon peserta ganti cara ke
MKJP.
2. Biaya operasional pengolahan data:
- Definisi:
Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk mendukung
kegiatan pencatatan dan pelaporan data rutin pengendalian
lapangan (dallap) dan pelayanan kontrasepsi (pelkon), kegiatan
pemutakhiran data basis keluarga Indonesia (PBDKI) dan data
dasar Program KKBPK di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB dan
rekapitulasi data yang diterima dari kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
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oleh Petugas yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai
Penyuluhan.

- Lingkup Pembiayaan:
Biaya operasional pengolahan data terdiri dari belanja makanan-
minuman (konsumsi) untuk petugas pengolah data dan belanja
langganan jasa internet di Balai Penyuluhan KB.

- Sasaran:
Data rutin pengendalian lapangan (dallap), data pelayanan
kontrasepsi (pelkon), pemutakhiran data basis keluarga Indonesia
(PBDKI), dan data dasar Program KKPBK tingkat desa dan
kecamatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB.

3. Biaya operasional staff meeting dan rapat teknis:

: Definisi:
Biaya operasional Staff meeting dan rapat teknis adalah biaya
pertemuan untuk mendukung penyusunan rencana kerja dan
evaluasi capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya
capaian dari kegiatan penyuluhan KB berupa peningkatan
kesertaan ber-KB, pembinaan peserta KB, serta hasil dari
sosialisasi program KKBPK secara umum.

- Lingkup Pembiayaan:
Biaya operasional staff meeting dan rapat teknis terdiri dari belanja
makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan biaya
transportasi dan honor fasilitator untuk petugas yang memimpin
pertemuan.

S Sasaran:
Pertemuan menghasilkan Rencana Kerja dan evaluasi capaian
program KKBPK pada periode tertentu.

4. Biaya Orientasi Tenaga Lini Lapangan

- Definisi:
Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan adalah biaya
pertemuan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan pilithan
materi sebagal berikut : 1) KIE dan Advokasi program KKBPK; 2)
pengelolaan data rutin; 3) pengelolaan keuangan dan manajemen
BOKB; 4) pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi; 5)
pengelolaan data di Rumah Dataku di Kampung KB.
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- Lingkup Pembiayaan:
Biaya operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari biaya
transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk
peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang memberikan
materi.
= Sasaran:
Tenaga Lini Lapangan, termasuk kader, terhadap materi yang
menjadi prioritas di Balai Penyuluhan KB.
5. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK):
Adalah biaya yang dipergunakan sebagai dukungan kegiatan di Balai
Penyuluhan KB diantaranya digunakan untuk pembelian ATK,
penggandaan materi/formulir, penjilidan dan/atau fotokopi.
6. Biaya langganan daya dan jasa:
Biaya langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik
dan/atau telepon , air, serta internet yang dipergunakan di Balai
Penyuluhan KB.
7. Biaya Pemeliharaan, Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB:
a. biaya pemeliharaan Balai Penyuluhan KB adalah biaya untuk
mendukung kondisi Balai Penyuluhan KB agar tetap layak
digunakan, diantaranya yaitu pemeliharaan gedung balai
penyuluhan KB dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran; dan
b. biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan
Biaya Pramusaji dan Pengamanan Balai Penyuluhan adalah biaya
untuk membayar honor Jasa Pramusaji dan Satuan Pengamanan
(Satpam) dalam menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan
Balai Penyuluhan dari gangguan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat.

Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dapat digunakan

untuk:

1. Biaya Bahan Bakar Minyak
Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk
pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alat dan obat
kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas
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kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembelian bahan
bakar yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Biaya Uang transpor
Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk
operasional petugas dalam rangka pendistribusian alat dan obat
kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas
kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembayaran yang
dapat dipertanggungjawabkan;

3. Biaya makan dan minum (konsumsi).
Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum
petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alat dan obat
kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas
kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan.

4. Biaya Pengepakan:
Biaya pengepakan adalah biaya untuk petugas pengepakan dalam
rangka mendukung pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari
gudang alokon Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan di wilayahnya
serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Biaya jasa pengiriman /ekspedisi:
Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alat
dan obat kontrasepsi dari gudang alokon Kabupaten dan Kota ke
fasilitas kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan jasa ekspedisi
atau jasa lainnya serta dilampirkan bukti biaya pengiriman yang dapat
dipertanggungjawabkan.

C. Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK

Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan

Lainnya di Kampung KB dapat digunakan untuk:

1. Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB:

- Definisi:

Pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB adalah pertemuan
Pokja kampung KB dengan tema prioritas yang mendukung
capaian program KKBPK pada periode tertentu, khususnya untuk
mendiskusikan masalah capaian dari kegiatan penyuluhan KB
sampai dengan terlayaninya pasangan usia subur (PUS) menjadi
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peserta KB, capaian dalam program pembangunan keluarga,
seperti pembentukan kelompok-kelompok kegiatan, serta upaya
penurunan angka perkawinan usia anak.

: Lingkup Pembiayaan:
Biaya operasional pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB
terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman
(konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk
petugas yang memimpin pertemuan tim Pokja.

= Sasaran:
Peningkatan capaian indikator kinerja program KKBPK di Kampung
KB.

Pertemuan forum musyawarah tingkat desa Kampung KB:

: Definisi:
Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah
pertemuan antara tokoh masyarakat, Petugas Lapangan, Kepala
Desa dan Pokja Kampung KB yang membicarakan hal-hal terkait
upaya pencapaian program KKBPK pada periode tertentu.

- Lingkup Pembiayaan:
Biaya operasional pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa
Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-
minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta honor
fasilitator untuk petugas yang memimpin pertemuan forum
musyawarah tingkat desa.

= Sasaran:
Peningkatan partisipasi masyarakat di Kampung KB untuk
membantu mencapai indikator kinerja program KKBPK.

Lokakarya mini Program KKBPK tingkat desa dan kecamatan di

Kampung KB:

- Definisi:
Lokakarya mini Program KKBPK tingkat kecamatan/desa di
kampung KB adalah kegiatan pertemuan yang mengangkat tema
prioritas Pemberdayaan Masyarakat, dengan pilihan materi
prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan
wilayah, antara lain: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam hal
pemberdayaan ekonomi keluarga, 2) Pemberdayaan masyarakat
dalam mendukung pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000
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Hari Pertama Kehidupan (HPK), 3) Pemberdayaan masyarakat
dalam peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan
karakter (penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi
remaja), 4) Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 7
(tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

- Lingkup Pembiayaan:
Biaya operasional lokakarya mini Program KKBPK tingkat
kecamatan/desa Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan
belanja makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta
serta honor fasilitator untuk petugas yang memimpin kegiatan
lokakarya mini.

= Sasaran:
Masyarakat desa di Kampung KB dan masyarakat di lingkup
kecamatan.

4. Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di

Kampung KB (fokus pro PN 2020)

2 Definisi:
Operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan
(poktan) di Kampung KB adalah kegiatan di Kelompok-kelompok
Kegiatan dalam rangka capaian program pro PN 2020 di kampung
KB, yaitu 1) pencegahan stunting melalui pengasuhan 1000 HPK,
2) peningkatan kualitas SDM remaja dan pembangunan karakter
(penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja), dan
3) Pelaksanaan 7 (tujuh) Dimensi Lansia Tangguh.

- Lingkup pembiayaan:
Biaya operasional ketahanan keluarga berbasis Kelompok Kegiatan
(poktan) di Kampung KB terdiri dari biaya transportasi dan belanja
makanan-minuman (konsumsi) untuk petugas dan peserta serta
honor fasilitator untuk yang memimpin pertemuan poktan.

= Sasaran:
Keluarga yang memiliki anak usia 0-24 bulan; 2) Remaja usia 10-
24 tahun yang belum menikah; 3) Keluarga yang memiliki remaja
usia 10-24 tahun yang belum menikah; 4) Keluarga yang memiliki
lansia dan lansia.
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5. Operasional Pencegahan Stunting:

- Definisi:
Operasional Pencegahan Stunting di Kampung KB adalah kegiatan
yang dilakukan dalam rangka pencegahan stunting di kampung KB
melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

- Lingkup pembiayaan:
Biaya operasional Pencegahan Stunting terdiri dari biaya
transportasi dan belanja makanan-minuman (konsumsi] untuk
petugas dan peserta serta honor fasilitator untuk petugas yang
memimpin pertemuan.

= Sasaran:
Meningkatnya peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di
bawah 2 tahun dan menurunnya prevalensi stunting di Kampung
KB.

6. Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan

- Definisi:
Operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan adalah
kegiatan orientasi yang dilakukan dalam rangka menyampaikan
pilihan materi sebagai berikut:
1) KIE dan Advokasi program KKBPK bagi kader.
2} Pengelolaan data keluarga di desa.
3) Pengelolaan keuangan dan manajemen BOKB.
4) Pembinaan peserta KB paska pelayanan kontrasepsi.
5) Pengelolaan data di rumah dataku di Kampung KB.

- Lingkup pembiayaan:
Biaya operasional orientasi kader di Kampung KB Percontohan
terdiri dari biaya transportasi dan belanja makanan-minuman
(konsumsi) untuk peserta serta honor fasilitator untuk petugas
Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang memberikan materi.

= Sasaran:
Kader (seperti: PPKBD dan atau Sub PPKBD) di Kampung KB.
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D. Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader
(PPKBD dan Sub PPKBD):
1. Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader
- Definisi:
Persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader adalah
kegiatan kompilasi/penghimpunan data oleh kader (PPKBD dan
Sub PPKBD) secara berkala 3 bulanan berupa pemetaan data dasar
program KKBPK di tingkat desa/kelurahan yang akan
dipergunakan oleh kader dalam memudahkan penentuan sasaran
kerja di desa. Data tersebut juga sebagai laporan hasil kegiatan
kader kepada PKB/PLKB, yang selanjutnya diteruskan ke bidang
yang menangani data di OPD-KB Kabupaten dan Kota untuk
dipadukan dengan Isitem Informasi Keluarga (SIGA) dan
pembuatan  Geospasial Information System (GIS) Desa.
Kompilasi/ penghimpunan data oleh kader mengacu pada formulir
yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Juknis BOKB
ini.
- Lingkup pembiayaan:
Biaya persiapan Program KKBPK berbasis data oleh kader terdiri
dari honor yang diberikan kepada Kader PPKBD dan Sub PPKBD,
dapat dilakukan secara berkala 3 bulanan dan disesuaikan dengan
jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing
desa/kelurahan.
= Sasaran:
Tersedianya data dasar program KKBPK di tingkat desa/kelurahan
yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader (PPKBD dan Sub
PPKBD).
2. Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader
- Definisi:
Pelaksanaan KIE oleh Kader adalah kegiatan penyuluhan Program
KKBPK di desa/kelurahan bagi masyarakat setempat oleh kader
(PPKBD dan Sub PPKBD).
- Lingkup pembiayaan:
Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa honor yang sifatnya
dukungan dan diberikan kepada Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)
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dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di
masing-masing desa/kelurahan.

- Sasaran:
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di
desa/kelurahan tentang Program KKBPK di wilayah binaan kader
(PPKBD dan Sub PPKBD).

E. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:
1. Dukungan Media KIE:

- Definisi:

Dukungan media KIE adalah pengembangan berbagai media cetak
(poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing
banner) dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau
penyuluhan dengan pesan inti program KKBPK yang disesuaikan
dengan kearifan budaya lokal. Spesifikasi media cetak terlampir.

- Lingkup Pembiayaan:

Biaya Dukungan Media KIE berupa biaya untuk penyediaan
dan/atau pengadaan dan/atau perbanyakan media cetak dan
media elektronik untuk membantu pelaksanaan KIE atau
penyuluhan program KKBPK.

= Sasaran:

Tersedianya media cetak dan media elektronik untuk pelaksanaan
KIE atau penyuluhan program KKBPK.
2. Dukungan Manajemen:

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana

BOKB yang didalamnya mencakup:

a. honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB Kabupaten dan
Kota;

b. dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi,
dan/atau penjilidan;

c. rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan
bagi Pengelola Program KKBPK di Kabupaten dan Kota, serta
monitoring dan evaluasi dari Kecamatan ke Kabupaten dan Kota
dan/atau sebaliknya; dan
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pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh

OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan

Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.

- Definisi:
Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan
anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah biaya
untuk pertemuan dalam rangka pembinaan di Balai
Penyuluhan KB, Kampung KB, dan Poktan.

= Lingkup pembiayaan:
Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan
anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota berupa perjalanan
dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh
pejabat/staf dari OPD-KB.

- Sasaran:
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran
BOKB di Kecamatan dan Desa oleh OPD-KB Kabupaten dan
Kota
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BABV
PELAPORAN

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana BOKB kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan
terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dana; dan

b. laporan realisasi penggunaan dana.

1. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi

SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik

(hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi

disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran.

OPDKB menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan

Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA) secara triwulan, dengan mekanisme

sebagai berikut:

a. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan
realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada
Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan
Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik;

b. OPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui
Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang
KB (MORENA) berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala
Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;

c. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsi melakukan validasi
dan verifikasi atas laporan realisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5
{lima) hari setelah laporan diterima;
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d. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan
BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan
kepada Kepala BKKBN.

2. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOKB pada Sistem Pelaporan
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi DAK sub bidang KB (MORENA).
Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan
realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala OPDKB.
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LAPORAN REALISAST PENYERAPAN
DANA HANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKR)
KABUPATEN/KOTA ... "TAHUN ANGGARAN .. ™
SAMPAI DENGAN TAHAP .., ™

Yung bertandsa tangan & b hoint .. % menyatakan babwa saya bertangpung iawab
ponuh atan kebenaran Laporan Realisasi Penyerapon Dana BOKE inl dengoan rincian,
sebagai berilkut

A Sims BOKS di Rokening Kas Umum Deerah tahun sebelumnyn | Rp ®
B. Pencrimaan dori Rekening Kos Umum Nogara
« Tahap 1 Rp ™
« Tahap 1 :Rp m
Total Penerimaan duri RKUN S Rp W)
Jumilah A+B :Rp ™-inom
C. Realisasi Penyaluran Dana BOKH ke Balai Penyuluhan
melalui SP2D Kabupaten/Kota
- Tahap | t Rp um
« Tahap 11 tRp 11
= Kumulatif s d. Tahap ini T Rp - poeiy)
- Pengembalion ke RKUD tRp
- Realiseai Penyalursn BOKB sctclah dikurangi Rp (w-anon
Pengembalian ke RKUD
D. Persentlase penyaluran tRp  NEi~pa/m
E. Sisa Dana BOKB di RKUD s.d. Tahap ini Rp (Ww=mny

Bukti-bukti roalisaxi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini, disimpan sesual dengan ketentuan yang berlaku untuk kelenghapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demik lap it dibuat dengan sebenarmyn

Tempat .. U" Tanggal &
Kepaln Biro/Badan/Dinas pengelola
keuangan! '™

(tasda tangus asll dun steimpel busah) 29

Nama, @)
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Petunjuk Pengisian

Diisi nama kabupaten /kota.

Diisi tahun anggaran.

Diisi tahap berkenaan.

Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang

W N e

5 belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening
6 Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap L
Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening
7 Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap IL.
Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang
disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan
8 tahap akhir laporan.
Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang
9 terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10 Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap 1.
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun
Anggaran berkenaan pada tahap L
11 Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap IL
Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada
Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun
Anggaran berkenaan pada tahap IL
Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D
12 Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan
13 dikembalikan ke RKUD.
Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap
berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak
14 terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah
dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi denganjumlah
penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tam bah dengan
15 Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16 Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/ atau tahap II.
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17
18
19
20

Diisi tempat dibuatnya laporan.

Diisi tanggal dibuatnya laporan.

Diisi nama jabatan.

Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.

Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan
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Petunjuk Pengisian
NO. URAIAN
$s Ditsl name Kabupaten/kots.
2. | Ditsl tahus anganean.
3 Divsi tahap berkenaas,
4, Dhssi aleh Kepala Biro/Badan /Dinas Pengelola Keuangan .
5, i dergea jutmlah sisn dans BOKH i REUD yang belums
dlclmhnp-dlmmmm
6. Diisi sesuad dengen jumlah trensfer Dane POKD dasl Rekondng Kas
Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap |
7 Difnl sesusd dengsn jumish transfer Dans BOKE dari Rokening Kas
uwmmmmmmmm
8 Drisd i dengen jumlah k o D-nwKBmMrh-
me‘u@.hm peal desspgary tudiag lup
o Drismi 2 hersgan ji b keseluruhan Dana BOKH yang terdapat
ek W Kas L D b
10, | Duwi jumish peoyal BOKB tahap 1
Jumlah i harus ssmas dengan jumish yang tereantium pada Daftas
SP20 yang dtaulinn :aumk penyaliucan BOKB Tahun Anggaran
11, | Dial jumlah penyaluran BOKS tahap 1T
Jumlah ind h Juaals Daftas
SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKI Tabun Angesran
berkrnann pada l
12, | Diisi yumiah kumulatif pemyalurean BOKR melalui SPAD
Kabupaten/Kota s.d 1ahap akhir taporan.
p & X MMJMMMMMMMMW
ke RKUD
14. | Dissd jumiah kumulat! peaysduran BOKEB s.d. tubap berloonsan dilouruen s
wmmmmgmmmmdmh
15. | Diisi jumlah ran BOKH actolah dikiurang
bafian ke RKUD dibagl dengan jumiah pencerimaan dart RKUN =.d.
tahap | atau [I & tambaol i RKUD Tabun sebelumnyw.
16. Dhgmmbmscmuba.ldnlmuh-pu.
17, | D tempat dibuatnyn laporan.
18, | Diist tangzal dibuatmyn laporan.
19, MWM — =
20, Mdmﬂumwdmmlm

21.

Diial nama lenghap dan NIP penandatangan lap |
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BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang

dari BKKBN ke OPD-KB Kabupaten dan Kota oleh tim pengendali DAK tingkat

Pusat dan Provinsi.

A. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk
memastikan:

1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah
disusun melalui Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
DAK sub bidang KB (MORENA).

2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, Ilokasi dan sasaran dengan
perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana BOKB.

3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan
dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan
pemanfaatan dana BOKB ke depan.

4. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun berikutnya.

B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB,
sebagai berikut:

1. Reviu Laporan Reviu laporan merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi
penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD-KB
Kabupaten dan Kota. Review laporan dilakukan setelah laporan
semesteran diterima dari OPD-KB Kabupaten dan Kota.

2. Kunjungan Lapangan Kunjungan lapangan merupakan kegiatan
pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk
mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan
penggunaan dana BOKB di OPD-KB Kabupaten dan Kota. Kunjungan
lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk
mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya di lapangan.

3. Forum koordinasi Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti
hasil review laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi
dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan
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tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan

pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat

khusus.

Mekanisme Pemantauan BOKB

Dalam melakukan pemantauan perlu melakukan mekanisme:

1. Tim Pengendalian DAK Sub Bidang KB tingkat Pusat secara berkala
melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan Kabupaten
dan Kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN.

2. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Provinsi secara berkala melakukan
pemantauan pelaksanaan BOKB ke Kabupaten dan Kota dan
melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK sub bidang KB
Pusat.

3. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB Kabupaten dan secara berkala
melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa
serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan
Kota.

Evaluasi BOKB
Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan
informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja
kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang
ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi)
BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja
dikemudian hari serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam
mengembangkan alternatif strategi kegiatan/penyelenggaraan BOKB
kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu
lingkup perencanaan dan lingkup pelaksanaan, yang dapat dijabarkan
sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan;

Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang

akan dilaksanakan di Tk, Kabupaten dan Kota. Hal ini meliputi:

a. kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan
dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional dan kesesuaian
kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. tingkat pemahaman pengelola BOKB Kabupaten dan Kota terhadap
kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal pelaksanakan
kegiatan oleh pengelola BOKB;
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c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOKB yang disusun
oleh Kabupaten dan Kota dengan Juknis BOKB; dan

d. Peran Tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan Daerah
dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.

Lingkup Pelaksanaan;

Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di Kabupaten dan Kota yang akan

dilaksanakan meliputi:

a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) oleh
pengelola BOKB di Kabupaten dan Kota dengan kegiatan yang
diatur dalam Juknis dan Juklak BOKB;

b. evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal rencana
kerja yang disusun dalam Juklak BOKB Kabupaten dan Kota;

c. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan BOKB,
terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan pelaporan baik
melalui Aplikasi Morena maupun Aplikasi ALADIN; dan

d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan
kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota, termasuk
koordinasi antara OPD-KB dengan Bappeda, Inspektorat Daerah,
dan Dinas/OPD terkait lainnya di tingkat Kabupaten dan Kota.
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BAB VII
PENUTUP

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan
kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi,
kabupaten dan kota, tetapi untuk membantu penyelenggaraan Urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut di tingkat
Kabupaten dan Kota, maka dialokasikan DAK Nonfisik dalam bentuk Bantuan
Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dapat digunakan pada tataran
operasional kegiatan prioritas di tingkat lini lapangan (Kabupaten dan Kota,
Kecamatan, serta Desa/Kelurahan). BOKB bersifat bantuan dan diharapkan
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran
Program KKBPK yang telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN
TA 2020-2024, serta untuk membantu pelaksanaan kegiatan operasional
Program KKBPK yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional
lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan
kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
(BOKB) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub
menu) yang dialokasikan, diantaranya; pembiayaan operasional Balai
Penyuluhan KB di kecamatan, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke
seluruh Faskes KB, operasional integrasi program KKBPK di Kampung KB,
Operasional pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan
Sub PPKBD) dan dukungan media KIE dan manajemen. Selanjutnya dalam
penerapannya setiap daerah yang menerima Bantuan Operasional KB wajib
mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
OPD-KB Kabupaten dan Kota.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar disinergikan dengan
pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya yang sah
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Apabila
dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana
BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada
penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.
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Spesifikasi Teknis Media KIE

Definisi Kegiatan Media KIE (media cetak) :

Biaya dukungan media KIE adalah biaya untuk pemenuhan media cetak
(poster, factsheet, umbul-umbul, leaflet, stiker, spanduk, standing banner

budaya lokal.

Poster

Ukuran 60cm x 70cm

Pembagian berdasarkan tinggi Poster. 1/3 bagian untuk tagline, logo BKKBN
dan akun media sosial. 2/3 bagian lagi untuk visual dan headline.

2/3

RUANG UNTUK
TAMBAHAN MATERI KIE

1/3 (BILA DIPERLUKAN)

Kalau terencana, Semua lebih mudah BkkbN

L T
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Fact Sheet
Ukuran A4
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Umbul-Umbul

Ukuran 90cm x 500cm

Pembagian berdasarkan tinggi Umbul-Umbul. 1/4 bagian untuk tagline, logo
BKKBN dan akun media sosial. 3/4 bagian lagi untuk visual dan headline.

3/4

Semua lebih mudah
/7 %\
BkkbN

1/4

¥ §(© srxBNoficial
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Leaflet / Brosur

Ukuran A4 Lipat 3

Pembagian berdasarkan tinggi Brosur. 1/4 bagian untuk tagline, logo BKKBN
dan akun media sosial. 3/4 bagian lagi untuk visual dan headline.

3/4

1/4

Kalau terencana, Semua lebih mudah

N
BkKbN

L R TR
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Spanduk

Ukuran 500cm x 90cm

Ukuran 500cm x 90cm Pembagian berdasarkan panjang spanduk. 1/3 bagian
untuk tagline, logo BKKBN dan akun media sosial. 2/3 bagian lagi untuk

www.peraturan.go.id
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Standing Banner
Ukuran 150cm x 200cm

Kalau Terencana, Semua Lebih Mudah
NAMA INSTITUSI YANG MENCETAK

www.peraturan.go.id
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ALOKASI PAGU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
TAHUN ANGGARAN 2020
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